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PENDAHULUAN 

 
Sesuai dengan diberlakukannya oleh Pemerintah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK) tanggal 2 November 2020 lalu. Latar belakang munculnya 

ide UUCK adalah kerumitan untuk berinvestasi di Indonesia. Kerumitan tersebut muncul 

dalam beberapa hal yaitu perijinan, perpajakan, pengadaan tanah, dan aspek lainnya yang 

terkait dengan investasi. Kehadiran UUCK tersebut diharapkan dapat memudahkan investor 

untuk berinvestasi. 

Peneliti Balitbangkumham, Henry Donald LBN Toruan, menyampaikan bahwa adanya 

investasi dalam negeri akan berkorelasi dengan masuknya modal baru untuk membantu 

pemerintah dalam rangka pembangunan infrastruktur. Peran investasi tersebut sangat 

signifikan bagi pembangunan infrastruktur mengingat keterbatasan dana milik pemerintah 

untuk membiayai berbagai macam proyek infrastruktur. “Selain infrastruktur diharapkan 

juga sektor-sektor lainnya akan menarik perhatian bagi investor untuk didanai,’’ jelas Henry. 

Henry juga menyampaikan bahwa kemungkinan akan terjadi permasalahan saat 

pembentukan peraturan turunan dari UUCK karena akan terjadi duplikasi dengan peraturan 

turunan dari UU sektor lain. “Oleh karena itu, harus dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi 

terlebih dahulu terhadap peraturan yang menjadi turunan dari suatu Undang-Undang yang 

bertentangan dengan UUCK,’’ pesan Henry. 



 

 

 

 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 

 
 

Catatan : 

  

Untuk menghindari risiko kesalahan data dan informasi, mohon merujuk langsung pada dokumen 

asli/salinannya, yaitu PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 35 TAHUN 2021. 
 

PP No.35 tahun 2021 

Masa Kerja UANG PESANGON ‐ Pasal 40, Ayat 2 UPMK ‐ Pasal 40, Ayat 3 

< 1 Tahun 1 Bulan Upah 0 Bulan Upah 

1 Tahun sampai < 2 Tahun 2 Bulan Upah 0 Bulan Upah 

2 Tahun sampai < 3 Tahun 3 Bulan Upah 0 Bulan Upah 

3 Tahun sampai < 4 Tahun 4 Bulan Upah 2 Bulan Upah 

4 Tahun sampai < 5 Tahun 5 Bulan Upah 2 Bulan Upah 

5 Tahun sampai < 6 Tahun 6 Bulan Upah 2 Bulan Upah 

6 Tahun sampai < 7 Tahun 7 Bulan Upah 3 Bulan Upah 

7 Tahun sampai < 8 Tahun 8 Bulan Upah 3 Bulan Upah 

8 Tahun sampai < 9 Tahun 9 Bulan Upah 3 Bulan Upah 

9 Tahun sampai < 12 Tahun 9 Bulan Upah 4 Bulan Upah 

12 Tahun sampai < 15 Tahun 9 Bulan Upah 5 Bulan Upah 

15 Tahun sampai < 18 Tahun 9 Bulan Upah 6 Bulan Upah 

18 Tahun sampai < 21 Tahun 9 Bulan Upah 7 Bulan Upah 

21 Tahun sampai < 24 Tahun 9 Bulan Upah 8 Bulan Upah 

24 Tahun atau lebih 9 Bulan Upah 10 Bulan Upah 

 

NO JENIS PHK PASAL PESANGON UPMK UPH UANG PISAH 

1 
Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, atau 

pemisahan Perusahaan. Pasal 41 1X 1X 
Sesuai Pasal 40 

ayat (4) 
n/a 

 

2 

Pengambilalihan Perusahaan (akuisisi) dan perusahaan tidak 

bersedia melanjutkan hubungan kerja dengan 

Pekerja/Buruh. 

 

Pasal 42, ayat 1 

 

1X 

 

1X 
Sesuai Pasal 40 

ayat (4) 

 

n/a 

 

 

3 

Pengambilalihan Perusahaan (akuisisi) yang mengakibatkan 

terjadinya perubahan syarat kerja dan Pekerja/Buruh tidak 

bersedia melanjutkan Hubungan Kerja. 

 

 

Pasal 42, ayat 2 

 

 

0.5X 

 

 

1X 

 

Sesuai Pasal 40 

ayat (4) 

 

 

n/a 

TABEL PESANGON, UPMK, UPH, UP 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 35 TAHUN 2O21 



 

 

 

 

4 
Perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan 

Perusahaan mengalami kerugian. Pasal 43, ayat 1 0.5X 1X 
Sesuai Pasal 40 

ayat (4) 
n/a 

NO JENIS PHK PASAL PESANGON UPMK UPH UANG PISAH 

5 
Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah 

Perusahaan mengalami kerugian. Pasal 43, ayat 2 1X 1X 
Sesuai Pasal 40 

ayat (4) 
n/a 

 

6 

Perusahaan tutup karena mengalami kerugian secara terus 

menerus atau tidak secara terus menerus selama 2 (dua) 

tahun. 

 

Pasal 44, ayat 1 

 

0.5X 

 

1X 
Sesuai Pasal 40 

ayat (4) 

 

n/a 

7 
Perusahaan tutup bukan karena mengalami 

kerugian. Pasal 44, ayat 2 1X 1X 
Sesuai Pasal 40 

ayat (4) 
n/a 

8 
Perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa 

(force majeure). Pasal 45, ayat 1 0.5X 1X 
Sesuai Pasal 40 

ayat (4) 
n/a 

 

9 

PHK dengan alasan Perusahaan dalam keadaan 

force majeure namun tidak mengakibatkan Perusahaan 

tutup. 

 

Pasal 45, ayat 2 

 

0.75X 

 

1X 
Sesuai Pasal 40 

ayat (4) 

 

n/a 

10 
Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban 

pembayaran utang akibat mengalami kerugian. Pasal 46, ayat 1 0.5X 1X 
Sesuai Pasal 40 

ayat (4) 
n/a 

11 
Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban 

pembayaran utang bukan akibat mengalami kerugian. Pasal 46, ayat 2 1X 1X 
Sesuai Pasal 40 

ayat (4) 
n/a 

12 Perusahaan pailit. Pasal 47, ayat 1 0.5X 1X 
Sesuai Pasal 40 

ayat (4) n/a 

 

 

13 

Adanya permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang 

diajukan oleh Pekerja/Buruh dengan alasan Pengusaha 

melakukan perbuatan merugikan Pekerja/Buruh (sesuai 

Pasal 36 – g). 

 

 

Pasal 48 

 

 

1X 

 

 

1X 

 
Sesuai Pasal 40 

ayat (4) 

 

 

n/a 

 

 

 

14 

Adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial yang menyatakan Pengusaha tidak 

melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 

‐ g terhadap permohonan yang diajukan oleh Pekerja/Buruh 

dan Pengusaha memutuskan untuk melakukan PHK. 

 

 

 

Pasal 49 

 

 

 

n/a 

 

 

 

n/a 

 

 
Sesuai Pasal 40 

ayat (4) 

 

 
Kebijakan 

Perusahaan 

15 Pekerja/Buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Pasal 50 n/a n/a 
Sesuai Pasal 40 

ayat (4) 

Kebijakan 

Perusahaan 

 
16 

Pekerja/Buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih 

berturut‐turut dan telah dipanggil 2 kali secara resmi. 

 
Pasal 51 

 
n/a 

 

n/a 

 

Sesuai Pasal 40 

ayat (4) 

 

Kebijakan 

Perusahaan 



 

 

 

 

 
NO JENIS PHK PASAL PESANGON UPMK UPH UANG PISAH 

 

 

17 

Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan 

yang diatur di dalam Perjanjian Kerja, Peraturan 

Perusahaan, Perjanjian Lainnya dan sebelumnya telah 

meneriman SP1, SP2, dan SP3 secara berturut‐turut. 

 

 

Pasal 52, ayat 1 

 

 

0.5X 

 

 

1X 

 
Sesuai Pasal 40 

ayat (4) 

 
Kebijakan 

Perusahaan 

 

18 

Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran yang bersifat 

mendesak yang diatur di dalam Perjanjian Kerja, Peraturan 

Perusahaan, Perjanjian Lainnya. 

 

Pasal 52, ayat 2 

 

n/a 

 

n/a 
Sesuai Pasal 40 

ayat (4) 

Kebijakan 

Perusahaan 

 

 

19 

Pekerja/Buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 

(enam) bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena 

diduga melakukan tindak pidana yang 

menyebabkan kerugian Perusahaan. 

 

 

Pasal 54, ayat 1 

 

 

n/a 

 

n/a 

 

Sesuai Pasal 40 

ayat (4) 

 
Kebijakan 

Perusahaan 

 

 

20 

Pekerja/Buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 

(enam) bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena 

diduga melakukan tindak pidana yang tidak menyebabkan 

kerugian Perusahaan. 

 

 

Pasal 54, ayat 2 

 

 

n/a 

 

 

1X 

 
Sesuai Pasal 40 

ayat (4) 

 

 

n/a 

 

 

21 

Pekerja/Buruh dinyatakan bersalah oleh pengadilan 

sebelum berakhirnya masa 6 (enam) bulan karena 

melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian 

Perusahaan. 

 

 

Pasal 54, ayat 4 

 

 

n/a 

 

 

n/a 

 
Sesuai Pasal 40 

ayat (4) 

 
Kebijakan 

Perusahaan 

 

 

22 

Pekerja/Buruh dinyatakan bersalah oleh pengadilan 

sebelum berakhirnya masa 6 (enam) bulan karena 

melakukan tindak pidana yang tidak menyebabkan kerugian 

Perusahaan. 

 

 

Pasal 54, ayat 5 

 

 

n/a 

 

 

1X 

 
Sesuai Pasal 40 

ayat (4) 

 

 

n/a 

 

 

23 

Pekerja/Buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat 

akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan 

pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) 

bulan. 

 

Pasal 55, ayat 1 

dan ayat 2 

 

 

2X 

 

 

1X 

 

Sesuai Pasal 40 

ayat (4) 

 

 

n/a 

24 Pensiun. Pasal 56 1.75X 1X 
Sesuai Pasal 40 

ayat (4) 
n/a 

25 Meninggal Dunia. Pasal 57 2X 1X 
Sesuai Pasal 40 

ayat (4) 
n/a 

 
 
Pembahasan mengenai PP No 35 dan 36 ini sudah  berlaku sesuai dengan ketentuan.



 

 

 

 

KESIMPULAN 

 
Berdasarkan tabel diatas ketentuan UU no 13 tahun 2013 sudah harus disesuaikan 

dengan ketentuan yang sudah UUCK no 11 tahun 2020 dimana diatur tersendiri oleh PP No. 
35 tahun 2021, yang berlaku di Februari 2021. Dalam aturan baru perhitungan pesangon 
dan PHK ini, ada nya program baru pemerintah untuk para karyawan. Yaitu Jaminan 
Kehilangan Pekerjaan. Dimana jaminan ini dapat subsidi dari pemerintah sebesar 0,22 % 
masuk kedlaam program BP Jamsostek. Dalam aturan baru yang sudah ditetapkan tujuannya 
adalah melindungi para karyawan. 

Jaminan kehilangan pekerja ini adalah jaminan yang akan didapatkan oleh karyawan 
yang sudah terdaftar di kepesertaan BP Jamsostek. Pada PP No. 36 mengatur tentang 
Pengupahan dimana dalam pengupahan seperti tertuang dalam Permenaker no 1 tahun 
2017 dan ketentuan terkait dengan perhitungan lembur yang dimana dalam perhitungan 
pembaginya menjadi 126 bukan 173, kemudian maksimal lembur 4 jam perhari. 
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